
BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 31 TAHUN 2015 

TENTANG 

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan 
jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka 
menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dalam transportasi perlu menetapkan Manajemen 
dan Rekayasa Lalu Lintas; 

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Tanah Datar. 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis Dampak 
serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

6.Peraturan 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerin tahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN BUPAT1 TENTANG MANAJEMEN DAN 
REKAYASA LALU LINTAS 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DaIam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otoncm. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait selanjutnya disingkat SKPD terkait 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan 
claerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang penyelenggaraan 
-ingkutan sesuai peraturan perundang-undangan. 

5A"endaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung 
maupun tidak langsung. 

6. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu 
Daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang 
umum yang terikat dalam trayek. 

7. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain 
dalam satu Daerah yang tidak termasuk dalam trayek kota yang 
berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil 
bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 

8. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan 
pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, 
mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas. 

9. ,Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem 
jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam 
hubungan hierarkis. 

10.Jalan 



10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 

tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan 

jalan kabel. 

11. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu 
titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam 
kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam. 

12. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung 
volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan 
per jam atau satuan mobil penumpang per jam. 

13. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam 
satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam. 

14. Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan 
untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa 
persimpangan. 

BAB 11 

TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN DAN 

REKAYASA LALU LINTAS 

Bagian Kesatu 

Urnum 

Pasal 2 

(1) Bupati bertanggungjawab atas Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu 
lintas jalan kabupaten dan jalan nagari. 

(2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait. 

Pasal 3 

Ma najemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
m(•liputi kegiatan: 

a. perencanaan; 

b. pengaturan; 

c. perekayasaan; 

d. pemberdayaan; dan 

e. pengawasan. 

Bagian 



3 

Bagian Kedua 

Perencanaan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 4 

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: 

a. identifikasi masalah lalu lintas; 

b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas; 

c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; 

d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan; 

e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; 

f. mventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu 
iintas; 

g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas; 

h. penetapan tingkat pelayanan; dan 

i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan 
gerakan lalu lintas. 

Pasal 5 

(1) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas clilaksanakan oleh 
;KPD terkait. 

(2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan 
setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat 
pertimbangan sesuai dengan kewenangannya. 

Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan 
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan 
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 

b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; 

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional 
manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan 

d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

(4) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh Dinas terkait 
dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota yang 
berbatasan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan yang 
berbatasan dengan Kabupaten/ kota. 

(3) 

Paragraf 



Paragraf 2 

Identifikasi Masalah Lalu Lintas 

Pasal 6 

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, 
dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 

Pasal 7 

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang 
dilaksanakan meliputi: 

a, geometrik jalan dan persimpangan; 
b. struktur dan kondisi jalan, 
c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan; 
cl. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, 
e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya; 
f. penggunaan ruang jalan, 
cy . kapasitas jalan; t> 
h. tataguna lahan pinggir jalan; 
i. pengaturan lalu lintas, dan 
j. kinerja lalu lintas. 

Paragraf 3 

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas 

Pasal 8 

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud 
da lam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas 
da ri aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan. 

Pasal 9 

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 yang dilaksanakan meliputi: 
a. volume lalu lintas; 
b. tingkat kerusakan jalan, 
c. komposisi lalu lintas; 
d. variasi lalu lintas; 
e. distribusi arah; 
f. pengaturan arus lalu lintas; 
g. kecepatan dan tundaan lalu lintas; 
h. kinerja perlengkapan jalan; dan 
i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang. 

Paragraf 



Paragraf 4 

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang 

Pasal 10 

In \ entarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang 
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui 
perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang. 

Pasal 11 

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi: 

a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/ atau barang dalam Kabupaten; 

b. bangkitan dan tarikan dalam Kabupaten, 

c. pemilahan moda dalam Kabupaten; dan 

d. pembebanan lalu lintas di Kabupaten. 

Paragraf 5 

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau 

Daya Tampung Jalan 

Pasal 12 

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana 
diinaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan 
memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu 
lii\  kendaraan. 

Pasal 13 

Dinas teknis melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya 
tw-npung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan, 
m ,

a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan 

b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang. 

Paragraf 6 

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau 

Daya Tampung Kendaraan 

Pasal 

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan 
s( hagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mengetahui 
dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk 
mengangkut orang dan barang. 

Pasal 



Pasal 15 

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi: 

a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/ atau barang dalam Kabupaten; 

b. bangkitan dan tarikan dalam Kabupaten; 

c. pemilahan moda dalam Kabupaten; dan 

d. kebutuhan kendaraan di wilayah Kabupaten. 

Paragraf 7 

Inventarisasi dan Analisis Angka pelanggaran 

Dan Kecelakaan Lalu Lintas 

Pasal 16 

(1) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk 
mengetahui angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada suatu ruas 
jalan dan/ atau kawasan. 

(2) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 9 

Penetapan Tingkat Pelayanan 

Pasal 17 

(1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas 
jalan dan/ atau persimpangan. 

(2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan, meliputi: 

a. rasio antara volume dan kapasitas jalan, 

b. kecepatan; 

c. waktu perjalanan; 

d. kebebasan bergerak; 

e. keamanan; 

f. keselamatan; 

g. ketertiban; 

h. kelancaran; dan 

i. penilaian pengernudi terhadap kondisi arus lalu lintas. 

Paragraf 



Paragraf 10 

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan 

Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas 

Pasal 18 

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan 
gel akan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i bertujuan 

uk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan 
dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan 
jal, in, dan optimalisasi manajemen operasional. 

Pasal 19 

Pei ietapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan 
ger 4kan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi : 

a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan 

b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan 
dan/atau persimpangan. 

Bagian Ketiga 

Pengatu ran 

Pasal 20 

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui 
pei ietapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada 
jaringan jalan tertentu. 

Pasal 21 

(1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 yang dilakukan pada jaringan jalan 
kabupaten meliputi perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk 
ang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan nagari. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau 
petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan Kabupaten dan Jalan 
Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Rupati tersendiri 

Pasal 



Pasal 22 

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas 
pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
diinformasikan kepada masyarakat. 

Bagian Keempat 

Perekayasaan 

Pasal 23 

Pefekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi: 

a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan 
jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan; 

b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan 
vang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan 

C. ()ptimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan 
etertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum. 

Pasal 24 

(1) 'erbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan 
alan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana 
limaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan 
limensi jalan. 

(2) 1"erbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan 
ialan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana 
climaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD teknis yang membidangi 
,,trusan jalan, sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 25 

Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan 
jal yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana 
dii)laksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi: 

a. inventarisasi kondisi geometrik; 

b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik 
ruas jalan dan/atau persimpangan jalan; 

c. perencanaan teknis; dan 

d. pelaksanaan konstruksi. 

Pasal 



Pasal 26 

(1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung 
dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
meliputi: 

inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan 
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah 
ditetapkan; 

f). penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan 
jalan; 

c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan, 

(1. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis 
perlengkapan jalan; dan 

kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan 
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan. 

(2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung 
dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
meliputi: 

a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan; 

b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat 
mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan; 

c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya 
apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan 
jalan, dan 

d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang. 

C . 

(3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan 
yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh SKPD terkait, sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 27 

Pe ilengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan 
se)agaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi: 

a. alat pemberi isyarat lalu lintas; 
b. rambu lalu lintas; 
c. marka jalan; 
d. alat penerangan jalan; 
e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 

1) alat pembatas kecepatan; dan 
2) alat pembatas tinggi dan lebar k(ndaraan. 

f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 
1) pagar pengaman; 
2) cermin tikungan; 
3) tanda patok tikungan (delineator); 
4) pulau-pulau lalu lintas; dan 
5) pita penggaduh. 

f 

g.fasilitas 



fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau 

11. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 
jalan. 

Pasal 28 

Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Pa;a123 huruf c dilakukan dalam situasi: 

a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional; 

b. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi; 

c. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan, 

d. adanya pekerjaan jalan; 

e. kerusakan infrastruktur; 

f. adanya kecelakaan lalu lintas; 

g. adanya bencana alam; 

h. adanya konflik sosial; dan/atau 

i. adanya peristiwa terorisme. 

Pasal 29 

Op Limalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud 
da I am Pasal 28 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
un langan. 

Bagian Kelima 

Pemberdayaan 

Pasal 30 

Peinberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi 
pelnberian: 

a. arahan; 

b. bimbingan; 

c. penyuluhan; 

d. pelatihan; dan 

e. bantuan teknis. 

Pasal 3] 

Pe,nberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh SKPD 
terkait sesuai dengan kewenangannya 

Bagian 



Bagian Keenam 

Pengawasan 

Pasal 31 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi: 

a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; 

b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan 

c. tindakan penegakan hukum. 

Pasal 32 

B. pati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan 
se5agaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a berupa pemantauan dan 
ai alisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten 

jalan nagari. 

Pasal 33 

(1) rindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32. 

(2) Bupati melakukan Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau 
pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas. 

Pasal 34 

(1) rindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di 
jalan. 

(2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 35 

S1 PD terkait melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan 
MJnajemen Rekayasa Lalu Lintas 

Pasal 



Pasal 36 

(1) SKPD terkait menyelenggarakan pengendalian lalu lintas melalui kegiatan: 
a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu 

lintas; dan 
b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. 

(2) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu 
lintas meliputi: 
a. tata cara berlalu lintas; 
b. tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang; 
c. tata cara membongkar dan memuat barang;dan 
d. tata cara parkir kendaraan. 

(3) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat berupa 
kegiatan sosialisasi yang meliputi : 
a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas; 
b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang 

diterapkan; 
c. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan lalu lintas serta 

ancaman hukuman bagi pelanggar; 
d. informasi mengenai bagaimana kebijakan lalu lintas akan 

diterapkan;dan 
e. informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan 

lalu lintas. 

(4) Penyampaian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dapat 
dilaksanakan melaui media cetak dan/ atau elektronika. 

BAB V 
SISTEM INFORMASI 

Pasal 37 

SR PD terkait menyelenggarakan sistem informasi Manajemen dan Rekayasa 
La lu Lintas Daerah untuk keperluan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa 
La [u Lintas di jalan kabupaten dan jalan nagari. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

I+11-ha1 yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
p( •laksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati. 

Pasal 



Pasal 39 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 
Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
Pada tanggal 26 Agustus 2015 

BUPATI TANAH DATAR 

ttd 

M. SHADIQ PASADIGOE 

Diundangkan di Batusangkar 
Pada tanggal 26 Agustus 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 31 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Hukum dan HAM 

b Tanah Datar 

'na / IV.a 
30 199202 1 002 


